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ABSTRAK 

Siti Mutmainah, (2024): Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Kepala desa atau 

sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Namun 

implementasinya, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas dikalangan pegawai 

ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

serentak. 

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian 

hukum lapangan dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis empiris, 

karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek 

penelitian hukum. Penelitian berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil 

Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat 

terlaksana disebabkan masih terjadinya pelanggaran oleh Pejabat Aparatur Sipil 

Negara dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. 

Hambatan tersebut berupa regulasi dan aturan yang  belum sepenuhnya berjalan 

dan efektif, kesadaran dari Pejabat Aparatur Sipil Negara yang masih rendah 

dalam mematuhi aturan hukum terkait larangan selama berlangsungnya proses 

Pemilihan Kepala Daerah, ketakutan dari Pejabat Aparatur Sipil Negara itu sendiri 

akan kehilangan jabatan jika tidak mendukung calon Kepala Daerah serta masih 

adanya keterikatan faktor emosional dan kekeluargaan dengan calon Kepala 

Daerah yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis 

tahun 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan untuk memilih 

kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai 

politik. Sejalan dengan perkembangan implementasi yang terjadi di lapangan 

justru memberikan pandangan lain, mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah yaitu hak pilih Aparatur Sipil Negara
1
 atau disingkat dengan ASN 

dalam hal tersebut tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung 

menjadi bentuk “kampanye” yang sifatnya mengarahkan dukungan kepada 

salah satu pasangan calon. Apalagi kadang kala ASN mudah terbawa arus 

politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak netral 

karena takut di mutasi atau di turunkan jabatan yang pada akhirnya mereka 

memihak kepada salah satu pasangan calon ketika salah satu kandidat 

merupakan calon pertahanan (incumbent). Dengan adanya keberpihakan atau 

keterlibatan ASN dengan tidak netralnya aparatur sipil negara terhadap 

pemilihan kepala daerah yang berlangsung dan tidak sedikit membuat 

netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi 

faktor utama berbagai kecurangan terjadi.
2
 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

                                                 
 

1
Dalam Penelitian Ini Aparatur Sipil Negara Selanjutnya Penulis Singkat menjadi ASN 

2
 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h.130 
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publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sebagaimana yang dipertegas 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Selanjutnya pemerintah membuat 

pengaturan tentang pembatasan aktivitas ASN yang disebut dengan asas 

netralitas dalam UU ASN pada pasal 2 tentang Penyelenggaraan kebijakan dan 

Manajemen ASN berdasarkan pada asas: kepastian hukum, 

profesionalitas,proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas,akuntabilitas, 

efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, 

keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan.
3
 Undang-Undang ini lahir dengan 

alasan salah satunya sebagai upaya untuk membangun ASN yang memiliki 

integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 

dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Spesifik berbicara mengenai 

netralitas ASN di dalam undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa asas 

netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan 

dan manajemen ASN. Artinya, dalam upaya membentuk ASN sebagaimana 

dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati 

yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021, dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur hukuman disiplin 

                                                 
3
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, pasal 2 
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atas pelanggaran netralitas, dimana dalam pasal 5 huruf n, PNS dilarang 

memberikan dukungan kepada peserta pemilu dan pilkada. Pelanggaran akan 

larangan tersebut akan diberikan hukuman disiplin dari sedang hingga berat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jika di telisik di dalam 

konsiderans dapat diketahui bahwa PP Nomor 42 Tahun 2004 lahir sebagai 

langkah konkrit untuk menanamkan rasa Kesatuan dan persatuan, 

kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, 

kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Jiwa Korps) kepada seluruh PNS serta 

mengamalkan etika bagi PNS. Kaitannya dengan netralitas ASN, Pasal 11 PP 

tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup etika 

terhadap diri sendiri (PNS) adalah menghindari konflik kepentingan pribadi, 

kelompok, maupun golongan. Selain itu, di dalam PP tersebut juga dikatakan 

bahwa salah satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
4
 

Artinya, ketika peraturan perundang- undangan telah menghendaki agar ASN 

menjunjung tinggi netralitas dalam Pilkada, maka hal itu merupakan harga 

mati yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya 

membina jiwa Korps ASN. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

                                                 
4
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs 

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada 

prinsipnya undang-undang ini lahir dalam rangka menjamin pemilihan kepala 

daerah yang dilaksanakan secara demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 

ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan yang demokratis tersebut dapat 

terwujud apabila kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat telah dijunjung 

tinggi sebagai syarat utama dalam sebuah pemilihan.
5
Kaitannya dengan 

netralitas ASN, di dalam Pasal 7 undang-undang tersebut telah disebutkan 

secara jelas bahwa apabila terdapat seorang PNS ingin mendaftarkan diri 

sebagai bakal calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih 

dahulu mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon 

kepala daerah.
6
 Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya persoalan netralitas 

ASN yang dalam hal ini adalah PNS merupakan satu kesatuan dalam upaya 

mewujudkan pilkada yang demokratis. 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu wujud nyata dari 

demokrasi dan menjadi ajang bagi rakyat dalam menentukan pilihan dalam 

memilih wakil atau pemimpinya. Tindak pidana melanggar netralitas ASN 

dalam Pemilihan Umum (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat 

ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, namun 

larangan tersebut ditujukan kepada calon untuk tidak langsung ke ASN, 

sehingga jika menggunakan pasal ini, calon yang bukan ASNlah yang perlu 

ditangan, Berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang demokratis harus 

                                                 
5
Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 

6
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 7 
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dapat menjamin pemilihan yang jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat 

yang memilih. Pengecualian bagi TNI, POLRI, dan ASN, yang mana mereka 

tidak diberikan hak untuk memilih dalam proses Pemilu atau Pilkada. Aturan 

itu tertuang dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pejabat 

Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan/Lurah lain 

dilarang Mengambil Keputusan dan/atau Perbuatan yang Menguntungkan atau 

Merugikan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye”.
7
Netralitas ASN 

sebagaimana dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut 

ASN termasuk subjek hukum yang dilarang untuk membuat keputusan atau 

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa 

kampanye. Adapun pelanggaran netralitas ASN yakni berjumlah 4 kasus yang 

telah diregistrasi, terdiri dari 2 kasus merupakan temuan pengawas, sedangkan 

2 kasus adalah hasil laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran netralitas 

ASN.  

Tabel: 1.1 

Pelanggaran Netralitas ASN Di Pilkada 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 

NO NOMOR REGISTER NAMA 

1.  01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2 020 1. KM (Staf Ahli Bupati Bidang 

Kemasyarakatan dan SDM di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Bengkalis),  

2.  H.A (Kepala Dinas Koperasi 

                                                 
7
Ibid, Pasal 71 
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Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Diskop UMKM 

Kabupaten Bengkalis) 

 2. 02/TM/PB/Kab/04.03/IX/ 2020 H.I dengan Jabatan Kasi Penegak 

Peraturan Perundang-Undangan 

Daerah (SATPOL PP) 

  3.  03/TM/PB/Kab/04.03/IX/ 2021 1. SD Jabatan Camat Bantan pada 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis  

2. D.F.S dengan Sebagai Penjaga 

Tahanan Kelas II A Bengkalis 

Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

4. 02/Reg/LP/PB/KecMandau/04.0

3/XI/2020 

1. R.R dengan Jabatan Camat 

Mandau pada Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis. 

2. Z.R Dakanahat dengan Jabatan 

Sebagai Lurah Air Jamban 

Kecamatan Mandaupada 

Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkalis. 
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Fakta di lapangan banyak sekali ditemukan pelanggaran keterlibatan 

ASN dalam kampanye di pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang 

berlangsung serentak di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Hal ini dilakukan 

untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ASN dalam memperoleh jaminan 

dalam jabatan tertentu apabila calon yang didukungnya menang. Di berbagai 

daerah, calon kepala daerah hampir selalu memobilisasi ASN untuk 

memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan 

keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga 

pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak 

memihak dan obyektif.  

Tugas dan Kewajiban ASN meskipun sudah diatur secara jelas dalam 

aturan perundang-undangan namun pelanggaran netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) ternyata masih menjadi persoalan dalam Pemilihan kepala 

Daerah Serentak di kabupaten Bengkalis. Adapun bentuk pelanggaran 

netralitas ASN yang terjadi di kabupaten bengkalis pada pilkada 2020 adalah 

etika terhadap diri sendiri yang meliputi menghindari konflik kepentingan 

pribadi, kelompok maupun golongan; melakukan foto bersama bakal calon; 

adanya kegiatan mendeklarasikan diri menjadi calon kepala daerah bersama 

partai politik; dan terlibat mendukung salah satu pasangan calon. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan data sementara yang penulis 

dapatkan, pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 

2020 di Kabupaten Bengkalis sendiri masih banyak kecurangan-kecurangan 
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khususnya dalam hal dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bengkalis. Pelanggaran tersebut 

terjadi tentunya dengan banyak alasan dan penyebabnya. Diantaranya adalah 

karena ketidakpatuhan atas hukum dari Aparatur Sipil Negara (ASN) itu 

sendiri yang memang melakukan politik aktif, karena sistem tatanan 

pemerintahan di Kabupaten Bengkalis yang membawai si Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk terlibat, sampai kepada kesengajaan dari peserta Pilkada 

yang memang meringankan kemenangan dan banyaknya suara meskipun 

harus mengorbankan si Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri.  

Jika dilihat dari hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan 

tentang Netralitas ASN di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pasal 

188 yang berbunyi “setiap penjabat Negara, penjabat aparatur sipil Negara dan 

kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, di pidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6(enam) bulan dan/atau denda 

paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak 

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”. Dan pada putusan sanksi Netralitas ASN 

tersebut tentang hukuman disiplinpenundaan kenaikan gaji berkala selama 1 

tahun oleh bupati Bengkalis, oleh karena itu sanksi tersebut dirasa kurang 

tegas dalam penerapannya. 

Menjadi menarik dalam  perjalanan proses karier para Pejabat Aparatur 

Sipil Negara di Kabupaten Bengkalis yang telah dilakukan penindakan oleh 

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis pada akhirnya fakta di 
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lapangan menunjukkan terjadi peningkatan karier dari 4 orang Pejabat 

Aparatur Sipil Negara tersebut yang diantaranya dari jabatan sebelumnya 

Camat menjadi Kepala Dinas, Sebelumnya Lurah menjadi Sekretaris Camat, 

dan yang sebelumnya seorang kepala bidang menjadi Kepala Badan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta 1 orang lagi merupakan 

adik atau keluarga inti dari calon Kepala Daerah yang menang dan saat ini 

menjadi Bupati di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu penulis tertarik 

mengangkat Skripsi dengan judu “PENERAPAN SANKSI NETRALITAS 

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015” 

B. Batasan Masalah 

  Dari latar belakang masalah diatas perlu adanya pembatasan masalah. 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang sehingga sesuai dengan 

maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti memandang masalah 

penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini 

difokuskan kepada permasalahan Penerapan Sanksi Netralitas Penjabat 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas 

batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di 



10 

 

 

 

dalamnya.
8
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?  

2. Apa Saja Hambatan Dalam Proses Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Netralitas Penjabat Aparatur Sipil 

Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten 

Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Proses Netralitas Penjabat 

Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 

Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015. 

  

                                                 
8
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), Cet. I, h. 12. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan 

refrensi Hukum Tata Negara. 

b. Manfaat praktis 

1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh penulis selama 

di bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan. 

2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat 

membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang di 

lakukan nantinya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Netralitas 

Menurut arti kata, netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya 

tidak membantu atau tidak mengikuti satu pihak. Sementara netralitas 

merupakan satu keadaan dan sikap netral atau tidak memihak dan bebas.
9
 

Sehingga seseorang dapat dikatakan netral apabila ia tidak memihak 

kepada satu, dua atau lebih pihak tertentu baik itu seseorang, kelompok 

atau suatu organisasi. Netral juga dapat diartikan sebagai sikap tidak 

memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, 

tidak distriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh 

dari kepentingan politik. 

Dalam konteks keilmuan, pencarian makna netralitas akan selalu 

terkait dengan obyektivitas cara pandang. Berkenaan dengan hal tersebut, 

kebenaran objektivitas ilmu hanya dapat dinilai ketika unsur-unsur 

subjektivitas ilmu tersebut tidak mempengaruhinya atau tidak masuk 

sebagai salah satu unsur dari bangunan teori-teorinya. Disini terlihat jelas 

bahwa ilmu pengetahuan akan dikatakan objektif apabila ia terlepas dari 

unsur-unsur lain di luar dirinya, termasuk nilai (value free). Begitu ilmu 

terbebas dari nilai atau unsur-unsur lainnya, maka ilmu dalam keadaan 

posisi netral, karena ia tidak memihak kepada sesuatu apapun kecuali pada 

                                                 
9
https://kbbi.web.id/netralitas, diakses pada 27 Januari 2022, pukul 19:30 WIB. 

https://kbbi.web.id/netralitas
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dirinya sendiri (independen). Objektif artinya bahwa data dapat tersedia 

untuk penelaahan keilmuan tanpa ada hubungannya dengan karakteristik 

individual dari seorang ilmuwan. Bebas nilai berarti dikotomi yang tegas 

antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak 

dengan semesta dengan bersikap imparsial netral. Berdasarkan analogi 

terhadap netralitas keilmuan, hakikat akan obyektivitas selalu bermuara 

pada kondisi netral, maka jelas bahwa substansi netral adalah tidak 

memihak. Sejatinya, kondisi tidak memihak akan terpenuhi jika berada di 

luar sistem dan tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan.
10

 

Netralitas menurut Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 

Tidak berpihak dalam artian tidak melakukan tindakan yang mengarah 

kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada masa 

kampanye baik itu berupa peprtemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang, dan tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses 

pasangan calon pada masa kampanye.
11

Netral merupakan salah satu dari 

asas ASN, asas sendiri secara terminology, yang dimaksud dengan asas 

memiliki dua pengertian, yakni yang pertama adalah dasar atau fundamen. 

Sedangkan arti asas yang kedua suatu kebenaran yang menjadi pokok 

                                                 
10

 Jujun, S, Suriasumantri, Tentang Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar Redaksi, dalam 

Ilmu Dalam Perspektif, Jakarta,1999, Yayasan Obor, h. 115, dalam Tedi Sudajat dan Agus Mulya 

Karsona, Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.1, Juni 2016, h. 92. 
11

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 

2 
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dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan dalam kamus 

hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang 

dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.
12

 

Menurut nuraida mokhsen, netralitas ASN mengandung makna 

impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, 

adil, objektif, dan tidak memihak.
13

Sementara itu marbun dalam sri hartini 

menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pengawai Negri Sipil 

(PNS) dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak 

memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan 

dalam proses politik.
14

 

Netralitas merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan 

tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. 

Setiap ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya 

secara professional. Akan tetapi pelaksanaan netralitas ASN masih 

menjadi perdebatan hangat.
15

 

2. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 adalah profesi bagi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 

pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina 

                                                 
12

Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum,(Depok, Kalimedia, 2017), h. 193. 
13

Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil 

Negara,(Jakarta;KASN, 2019),h. 5. 
14

Ibid. 
15

Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada, 

(Jakarta;Konstitusi Press(Konpress),2020), h. 22. 
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kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
16

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS 

dan PPPK. Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2023, PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, PPPK adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan.Dari segi definisi, jelas bahwa PNS 

memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK bekerja hanya 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian kerja.
17

Dilihat 

dalam kerangka hukum nasional, ASN merupakan norma umum dari 

pegawai negri sipil, dalam hal ini, pegawai negri di Indonesia terdiri atas: 

PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Polri).Pengertian pegawai negri dan penjabat 

Negara di atur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai negri yang di sebut dalam UU 

ASN adalah PNS sebagai warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk 

menduduki jabatan tertentu. 

                                                 
16

Ibid, Pasal 1 
17

https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-

antara-pns-dan-asn?page=all#page2,diakses pada 27 Januari 2022,Pukul 21:00 WIB. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all#page2
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all#page2


16 

 

 

 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

Setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala 

pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk 

provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota 

disebut walikota. Masing-masing-masing kepala daerah tersebut dibantu 

oleh satu orang wakil daerah.
18

Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 

memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. 

Pemilihan tersebut dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di 

seluruh wilayah NKRI dan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
19

 

Pilkada langsung dan serentak merupakan salah satu trobosan politik 

yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada 

adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi 

(deepening and strengthening democrary) serta upaya mewujudkan tata 

                                                 
18

Morrisan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, (Jakarta;Ramdina Prakarsa,2005),h. 

198 
19

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 1 
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pemerintahan yang efektif.
20

 Pelaksanaan pilkada langsung pada dasarnya 

merupakan tindak lanjut realisi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi 

jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya 

dalam hak politik.
21

 

Pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) ini dalam undang-

undang ASN tidak dapat begitu saja disamakan dengan undang-undang 

pada umumnya. Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan 

bidang kepemiluan dengan hukuman administrative harus lebih dulu 

didahulukan daripada penggunaan sanksi pidana. Penggunaan sanksi 

administratif yang tidak tepat, menurut penulis juga akan berdampak pada 

makin tingginya keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

pemerintah akibat usaha dari pihak-pihak pelanggar yang ingin mengiring 

suara aparatur sipil Negara (ASN). 

4. Sanksi Pelanggaran Pemilu 

a. Sanksi Pelanggar Jadwal Kampanye Pemilu 

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 

492, peserta Pemilu yang berkampanye di luar jadwal resmi bisa 

dikenakan denda atau dipenjara. Berikut bunyi pasalnya: 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar 

jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

                                                 
20

Zubakrum B.Tjenreng, Demokrasi Di Indonesia Melalui Pilkada  

Serentak,(Depok;Papas Sinar Sinanti, 2020), h.41 
21

Ibid,h. 42 
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1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta 

rupiah).”
22

 

b. Sanksi Keberpihakan ASN Dalam Kampanye Pemilu 

  Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan 

keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu. Pelanggaran 

terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman denda atau penjara. Hal 

ini di antaranya diatur dalam pasal 490: 

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
23

 

c. Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilu 

Setiap peserta Pemilu dan tim kampanye dilarang menghasut, mengadu-

domba, ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain. 

Hukumannya bisa dilihat dalam pasal 523: 

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” 

 

 

                                                 
22

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 492 
23

 Ibid. 
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d. Sanksi Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu 

  Para pelaku politik uang dalam Pemilu diancam hukuman 

kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. 

Di luar itu, ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, 

seperti diatur dalam pasal 286: 

1. Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih. 

2. Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu 

dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon 

serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota oleh KPU. 

e. Sanksi Kampanye Pemilu di Tempat Ibadah 

  Kampanye Pemilu tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tempat 

pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini 

akan dianggap tindak pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 

tahun. Seperti tertulis di pasal 521: 

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja 

melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling 

lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000." 
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5. Sanksi Pelanggaran Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara  

  Netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu menjadi sorotan setiap 

kali tahapan pemilihan umum (pemilu) digelar. Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa 

setiap ASN wajib netral dan bebas dari intervensi politik. "Yang dimaksud 

dengan 'asas netralitas' adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak 

dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 

kepentingan siapa pun," demikian penjelasan Pasal 2 huruf f UU Nomor 

20 Tahun 2023. 

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara ini lahir dengan alasan salah satunya sebagai upaya untuk 

membangun Aparatur Sipil Negara (ASN).  yang memiliki integritas, 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam 

rangka mewujudkan tujuan negara.
24

  

  Spesifik berbicara mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara 

(ASN) didalam undang-undang tersebut, dapat dilihat bahwa asas 

netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting dalam penyelenggaraan kebijakan 

dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Artinya, dalam upaya 

                                                 
24

 Konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 



21 

 

 

 

membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN).  sebagaimana dicita-citakan 

untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas menjadi harga mati yang tidak 

dapat dikesampingkan.  Dalam peraturan Perundang-undangan disebutkan 

tentang larangan Aparatur Sipil Negara khususnya dalam helat Pemilihan 

Kepala Daerah antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotapada pasal 71 yang berbunyi “ 

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau 

sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang 

Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa 

Kampanye “.
25

, dalam penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa pejabat 

Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan tindakan yang dapat 

menguntungkan pasangan calon kepala daerah ketika perhelatan Pemilihan 

kepala daerah berlangsung. 

 

b. Kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Pasal 7 

undang-undang tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa:  

Apabila terdapat seorang PNS ingin mendaftarkan diri sebagai bakal 

calon kepala daerah, maka seorang tersebut harus terlebih dahulu 

mengundurkan diri sebagai PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon 

kepala daerah.
26

 

 
                                                 

25
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota. 
26

 Lihat Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 
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Dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya persoalan netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN).  yang dalam hal ini adalah PNS merupakan satu 

kesatuan dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis.  

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil.
27

 Pada prinsipnya hadirnya PP ini ditujukan untuk 

mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral. Dalam rangka 

mewujudkan PNS sebagaimana dimaksud, PP ini kemudian memuat 

aturan yang diantaranya adalah kewajiban, larangan dan hukuman disiplin 

yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbuki melakukan 

pelanggaran. Berkenaan dengan kewajiban PNS yang berkaitan dengan 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).  dalam pelaksanaan Pilkada, telah 

dikatakan dalam Pasal 3 bahwa PNS wajib menaati segala ketentuan 

peraturan perudang-undangan.  

Sementara larangan bagi PNS, dalam Pasal 4 telah ditegaskan pula 

bahwa: 

PNS dilarang salah satunya untuk memberikan dukungan kepada 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: terlibat 

dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait 

dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan 

dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan 

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan 

calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

                                                 
27

 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau 

pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit  kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat.  

 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 

Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
28

 Jika kita telisik didalam 

konsideran dapat diketahui bahwa PP Nomor 42 Tahun 2004 lahir sebagai 

langkah kongkrit untuk menanamkan rasa Kesatuan dan persatuan, 

kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, 

kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jiwa Korps) kepada seluruh PNS 

serta mengamalkan etika bagi PNS. Kaitannya dengan netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Pasal 11 PP tersebut telah secara tegas menjelaskan 

bahwa:  

Salah satu ruang lingkup etika terhadap diri sendiri (PNS) adalah 

menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun 

golongan. Selain itu, di dalam PP tersebut juga dikatakan bahwa salah 

satu etika PNS dalam kehidupan bernegara yaitu menaati semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan 

tugas. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan telah 

menghendaki agar Aparatur Sipil Negara (ASN). menjunjung tinggi 

netralitas dalam Pilkada 2018, maka hal itu merupakan harga mati 

yang harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

upaya membina jiwa Koprs Aparatur Sipil Negara (ASN).  

e. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 

B.2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan 

                                                 
28

 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 
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Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018. 

Surat edaran ini merupakan bentuk kongkrit pelaksanaan tugas Komisi 

Aparatur Spil Negara (KASN) dalam menjaga netralitas ASN. Rujukan 

dalam pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42 Tahun 2004 

dan PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana telah penulis uraikan 

sebelumnya. Pada prinsipnya, surat edaran ini hadir sebagai bentuk upaya 

lanjutan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral dan 

bebas dari intervensi politik. 

f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tertanggal 27 

Desember 2017 tentang PelaksanaanNetralitas Aparatur Sipil Negara. Jika 

dicermai, pada prinsipnya surat edaran ini memiliki maksud yang sama 

dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KASN, yakni merupakan 

upaya lanjutan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN).  yang 

profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Di dalamnya, surat 

edaran ini berbicara mengenai seruan ataupun ajakan kepada para Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). agar 

memperhatikan beberapa regulasi berkenaan dengan netralitas Aparatur 

Sipil Negara (ASN).  dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, 

pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden 

2019. Selain itu surat edaran ini juga berbicara mengenai mekanisme 

pemantauan dan evaluasi terhadap hal tersebut.   
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 Berdasarkan uraian dari berbagai regulasi yang mengatur mengenai 

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).  diatas sudah tegas dan jelas, 

namun tetap saja sangat sulit dalam implementasi larangan Pejabat 

Aparatur Sipil Negara terhadap tpemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di 

Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015. Jika dicermati 

dalam UU Nomor 1 tahun 2015, mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dapat dilihat bahwa asas netralitas menjadi 1 dari 13 asas penting 

dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Artinya, dalam upaya membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebagaimana dicita-citakan untuk mewujudkan tujuan negara, netralitas 

menjadi harga mati yang tidak dapat dikesampingkan.  

 

B.  Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal 

permasalahan mengenai pelaksanaan perizinan pengelolaan tanah ulayat, hal 

ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinilitas 

penelitian ini. 

1. Skripsi karya Sintia Meilinda Yang Berjudul “Pengawasan BAWASLU 

Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi 

Tahun 2020” Skripsi ini ditulis karena adanya kasus pelanggaran netralitas 

ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota 

Bukittinggi pada tahun 2020.Pada kasus ini laporan yang masuk melalui 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi ada satu 
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laporan yang masuk dan kemudian diproses oleh pihak Bawaslu Kota 

Bukittinggi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dijelaskan salah satu asas yang harus 

ada dalam diri ASN adalah Netralitas. Maknanya adalah ASN dimanapun 

berada harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon 

dengan cara apapun dan dalam situasi manapun. Karna ASN bertanggung 

jawab dalam melayani negara sehingga netralitas merupakan asas yang 

wajib dipegang setiap pegawai ASN di manapun berada oleh karna ini 

penelitian ini terfokus pada pengawasan BAWASLU terhadap netralitas 

ASN dalam pelaksanaan Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020. 

29
Sedangkanpenelitian yang peneliti lakukan yaitu terfokus pada Netralitas 

Penjabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015. 

2. Jurnal karyaFirman yang berjudul “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur 

Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung”, penelitianini tentang 

sistem meritokrasi birorkasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam menghadapi pilkada sampai dengan pilkada usai. Diberbagai daerah 

selalu muncul persoalan permasalahan profesionalisme birorkasi. 

Walaupun sudah lahir berbagai regulasi untuk mengatur agar ASN bisa 

bersikap netral dan independen agar proses demokrasi dalam hal ini 

pemilihan langsung kepala daerah bisa berjalan dengan baik. Namun, 

                                                 
29

Skripsi Karya Sintia Meilinda Yang Berjudul “Pengawasan BAWASLU Terhadap 

Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020”,(Bukit 

Tinggi,Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi,2021) 
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persoalan ini selalu berulang dengan skema yang berbeda untuk syahwat 

kekuasaan dan jabatan birokrat yang bisa dimudahkan atau 

diangkat/dipercepat untuk menduduki posisi dalam birokrasi. Berbagai 

aturan dan regulasi ditabrak atau dipaksakan hanya karena menjadi bagian 

suskesi saat pilkada dilaksanakan. Muncul regulasi tentang ASN 2014 

diharapkan bisa menfilter persoalan spoil system atau mempromosikan 

seorang birokrat dalam posisi tertentu hanya gara-gara kedekatan atau 

karena menjadi tim sukses saat pilkada.
30

Sedangkanpenelitian yang 

peneliti lakukan yaitu mengenai Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara 

Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

3. Jurnal karya Awaluddin, Irzha Friskanov S, dan Ahmad H.B yang berjudul 

“Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Salah satu prinsip dasar 

dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal 

ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, 

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan 

dan partai politik”. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat di pelbagai 

                                                 
30

 Firman, “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada 

Langsung”, Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration Vol.3 No. 2, Desember 

2017 
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kalangan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah yakni tentang larangan 

keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala 

Daerah di Kabupaten Donggala. Serta bentuk pengawasan yang dilakukan 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan 

larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala 

Daerah di Kabupaten Donggala.
31

Sedangkanpenelitian yang peneliti 

lakukan yaitu terfokus padaNetralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara 

Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

Awaluddin, Irzha Friskanov S, dan  Ahmad H.B,  “Netralitas Sebagai Etika Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala”, Jurnal 

Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Jurnal UMB), Vol.3, No. 1, Mei 2019. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum 

Sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk 

melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai 

penelitian lapangan.
32

 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menetukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.
33

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan 

beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat 

yang diharapkan mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan 

dalam penelitian yang diangkat. Adapun lokasi penelitian yang akan 

peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bengkalis 

                                                 
32

Joendi Efendi dan Jonny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan Empiris 

(Depok: Pranamedia Group, 2016), h. 150. 
33

Ishaq, metode penelitian hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20. 
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Provinsi Riau. Pertimbangan mengenai di pilihnya lokasi penelitian ini 

yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, Penulis dapat 

memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai sehingga dapat 

memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek 

penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan 

C. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 

objek yang akan diteliti.
34

Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa 

yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
35

Populasi digunakan untuk 

menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi 

sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universium) dari objek 

penelitian.
36

 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.
37

 Teknik pengambilan 

sampel ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang 

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan Komisi Pemilihan Umum 

                                                 
34

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; Raja Grafindo, 2011), 

h.122. 
35

 Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Wali Pres, 

2011), h. 119. 
36

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), h. 148. 
37

Ibid, h. 124. 
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(KPU) Kabupaten Bengkalis, pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan 

Umum (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis. 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1.  Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Bengkalis 

1 1 100% 

2.  Badan Pengawasan Pemilihan 

Umum (BAWASLU) 

Kabupaten Bengkalis 

1 1 100% 

3.  Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bengkalis 

1 1 100% 

Jumlah 3 3  

Sumber: Observasi Penelitian, 2024 

 

D. Metode Pendekatan  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait denganNetralitas 

Penjabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2020 di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015.Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena telah sesuai 

dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian 

bidang Ilmu Hukum (Legal Research) dengan konsentrasi Hukum Tata 

Negara. Pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti.
38

 

 

                                                 
38

 Muh Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2004), h.101. 
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E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
39

 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke 

lapangan melalui observasi, wawancara yang ditujukan kepada 

narasumber sebgai objek penelitian yang memperoleh data.
40

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan 

peraturan perundang-undangan, seperti dokumen resmi, buku-buku, 

peraturan perundang-perundangan dan lain-lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

1) Bahan hukum  primer  yang terdiri atas peraturan perundang-

undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih 

bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian 

internasional(traktat).
41

 Bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hokum. 

                                                 
39

 Burhan Ash Shofa, Metode Penelitian HukumCet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 

h.103. 
40

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

2015), h. 12. 
41

 Sigit sapto nugroho, anik tri haryani, farkhani, Metodologi Riset Hukum,(Jakarta : Oase Pustaka, 

2020), h. 67 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari 

studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum  yang  memberikan 

petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah  

artikel, surat kabar,  internet, Kamus Hukum,dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

F. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematik dan selektif dalam 

mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi. 

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai 

dengan tujuan penelitian (2) di rencanakan dan dicatat secara sistematis, 

dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya 

(validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang 

tersusun dari proses biologis dan psikologis. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara, yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan 

orang yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berartibagi 
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penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui 

observasi.
42

Wawancara diperoleh secara langsung dari responden yang 

terdiri dari pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Bengkalis, pimpinan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) 

Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  

Pelatihan Kabupaten Bengkalisyang memahami kebijakan yang berkaitan 

dengan evaluasi ini dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai 

pedoman agar fokus dalam penelitian yang akan diteliti dan dianalisis 

nantinya. 

c. Metode Studi Kepustakaan 

Metode Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian 

buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan diteliti.
43

 

G. Pendekatan Ilmiah 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

bahkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah 

deskriptif.
44

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

                                                 
42

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004), h. 64 
43

 Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2011), h. 53. 

 
44

Ibid, h. 188.  
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Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan Sanksi 

Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 serta hambatan Netralitas Penjabat Aparatur Sipil Negara 

Terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara mendalam dan komprehensif. 

Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi 

dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sanksi Netralitas Penjabat 

Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. 

H. Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah 

kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif merupakan analisis dengan 

cara melakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan 

untuk memberikan deskriptif/gambaran secara sistematis faktual, akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki,
45

kemudian membandingkan antara data dengan ketantuan 

peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. 

 

                                                 
45

Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 

2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 belum sepenuhnya dapat terlaksana disebabkan masih terjadinya 

pelanggaran oleh pejabat Aparatur Sipil Negara dalam helat pemilihan 

Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020.  Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain adanya ikatan 

emosional antara Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan calon Kepala Daerah 

yang menjadi kontestan, balas budi dengan cara mendukung calon Kepala 

Daerah yang maju karena mendapatkan jabatan atau kenaikan karir di 

pemerintahan dimasa Kepala Daerah sebelumnya yang notabanenya 

merupakan Suami dari calon Kepala Daerah yang ada, adanya hubungan 

kekeluargaan dalam hal ini kakak nya atau masih terikat dalam hubungan 

keluarga ikut serta dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah, serta munculnya 

perasaan takut dari Pejabat Aparatur Sipil Negara akan kehilangan 

jabatannya jika tidak mendudukung salah satu Calon. Hal ini yang terjadi 

dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten 

Bengkalis. 
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2. Hambatan dalam proses Penerapan sanksi netralitas aparatur sipil negara 

terhadap pemilihan kepala daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2015 yaitu regulasi dan 

aturan yang  belum sepenuhnya berjalan dan efektif, kesadaran dari Pejabat 

Aparatur Sipil Negara yang masih rendah dalam mematuhi aturan hukum 

terkait larangan selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah, 

ketakutan dari Pejabat Aparatur Sipil Negara itu sendiri akan kehilangan 

jabatan jika tidak mendukung calon Kepala Daerah serta masih adanya 

keterikatan faktor emosional dan kekeluargaan dengan calon Kepala Daerah 

yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis 

tahun 2020. Sedangkan upaya mengatasi hambatatan tersebut dapat 

dilakukan dengan ketatnya proses pengawasan berbagai pihak dimasa 

pemilihan Kepada Daerah, penguatan regulasi penegakkan hukum dan 

sanksi yang tegas bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara yang melanggar serta 

penguatan nilai-nilai integritas, netralitas dan profesionalisme bagi seluruh 

Pejabat Aparatur Sipil Negara. 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil 

Negara pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkda, perlu adanya upaya dalam 

penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang tidak netral. Tuntutan yang dikehendaki dari Pilkada 

demokratis bukan hanya penyelenggara yang independen dan profesional, 
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tapi juga penegak hukum yang berintegritas, mandiri, impartial dan 

akuntabel yang mengedepankan nilai keadilan. 

2. Upaya mengatasi hambatan dalam proses Penerapan sanksi Netralitas 

Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 

antara lain melalui preventif dan represif. Upaya preventif terdiri dari 

Mengadakan pertemuan dengan unsur pemerintah dan unsur lainnya 

terkait dengan angkah pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Mensosialisasikan betapa 

pentingnya Aparatur Sipil Negara harus Netral dalam pilkada, 

Meningkatkan pemahaman pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap 

asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menyusun strategi 

pengawasan Netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya 

represif terdiri dari Melakukan pembaharuan dan penguatan terhadap 

sanksi tegas dalam suatu peraturan dan Menerapkan publikasi adanya 

Aparatur Sipil Negara yang tidak netral agar memberikan efek jera dan 

tetap saja terjadi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam setiap pelaksanaan Pilkada. 

3. Secara akademik, tentunya penelitian yang penulis lakukan ini adalah 

penelitian yang meneliti dan menelaah antara teoritik dan juga praktek di 

lapangan, yang artinya penelitian ini bisa jadi akan mengalami rehistory 

yang sama di kemudian hari, dan bisa jadi berbeda. Oleh sebab itu, 

penelitian terkait persoalan yang peneliti lakukan ini harus tetap diteliti, 

dikaji, dan dibahas di kemudian hari. Dan tak lupa kritik dan saran 
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membangun terhadap hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan ini guna 

menuju yang lebih baik ke depannya. 

4. Perlu kiranya memberikan penguatan secara Kelembagaan bagi Badan 

Pengawas Pemilu di Daerah agar tidak mudah di intervensi dalam 

menjalankan fungsi penegakan Hukum. 
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TABEL 4.1 

PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PILKADA 

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

1. Nomor Register 

:01/LP/PB/Kab/04.03/VI/2020 

1. KM (Staf Ahli Bupati Bidang 

Kemasyarakatan dan SDM di 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Bengkalis). 

2. H.A (Kepala Dinas Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Diskop 

Dugaan pelanggaran 

Sdri. KM tersebut dalam 

bentuk adanya kegiatan 

pendeklarasikan diri 

menjadi Calon Kepala 

Daerah bersama Partai 

Politik, peristiwa ini di          

Temukan oleh pelapor 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

Tentang Pembinaan jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 

elanggar Pasal 11 Huruf 

c Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

Bawaslu Kabupaten Bengkalis 

menyimpulkan bahwasanya 

Pelanggaran Hukum Lainnya 

dengan Hasil Kajian Terbukti 

melakukan pelanggaran hukum 

lainnya yakni Tindak lanjut atas 

Rekomendasi hasil Penangganan 

Pelanggaran. 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

UMKM Kabupaten Bengkalis) pada saat mengakses 

berita online detikNews 

dan pada saat mengakses 

halaman sosial media 

Facebook. Untuk Sdri. 

KM di temukan di 

halaman berita online 

detikNews dengan alat 

bukti berupa Screenshot 

berita yang memuat 

Ketua Umum Partai 

Tentang Pembinaan jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 

menyatakan “etika 

terhadap diri sendiri, 

meliputi: c. menghidari 

konflik 

kepentingan pribadi, 

kelompok maupun 

golongan; 

 

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten 

Bengkalis meneruskan Ke Komisi 

Aparatur Sipil Negara 

(KASN). Keterangan lanjut : 

- Surat KASN Nomor: 

R2228/KASN/8/2020 tentang 

rekomendasi atas pelanggaran 

netralitas ASN an KM Surat 

Keputusan Bupati Bengkalis 

Nomor 862.3/BKPPPKPP/2020/4 

tentang hukuman displin 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

Amanat Nasional (PAN) 

yang menyerah surat 

Keputusan dukungan 

kepada Sdri. KM-Sdr.B.S 

untuk Pemilihan Kepala 

Daerah Bengkalis.  

Sedangkan laporan untuk 

Sdr. H.A yang juga 

merupakan Apartur Sipil 

Negara (ASN) yang 

masih aktif di Kabupaten 

penundaan kenaikan gaji berkala 

selama 1 tahun oleh Bupati 

Bengkalis dan 

- Surat Nomor: R2227/KASN/8/20 

20 tentang rekomendasai atas 

pelangaran netaraliatas ASN an 

HM berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Bengkalis Nomor 

862.3/BKPPPKPP/2020/3 tentang 

hukuman displin penundaan 

kenaikan gaji berkala selama 1 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

Bengkalis berdasarkan 

temuan di media sosial 

Facebook dengan alat 

bukti berupa screenshot 

foto Sdr. H.A bersama 

petinggi Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

sebagai deklarasi 

Calon Wakil Bupati 

Bengkalis pada tanggal 

24 Juni 2020 Pukul 16.00 

tahun oleh Bupati Bengkalis 

 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

WIB. 

 

2. Nomor Register : 

02/TM/PB/Kab/04.03/IX/2020 H.I dengan 

Jabatan Kasi Penegak Peraturan 

Perundang-Undangan Daerah (SATPOL 

PP) 

Bahwa dalam 

pengawasan dilakukan 

ditemukannya salah satu 

Aparatur Sipil Negara 

atas nama Sdr.H.I yang 

bertugas di Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol-

PP) Kabupaten 

Bengkalis, Sdr. H.I 

ditemukan menghadiri 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

Tentang Pembinaan jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 

elanggar Pasal 11 Huruf 

c Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

Tentang Pembinaan jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Bawaslu Kabupaten Bengkalis 

menyimpulkan bahwasanya Bukan 

Pelanggaran Hukum Lainnya 

dengan Hasil Kajian Tidak Terbukti 

melakukan pelanggaran hukum 

lainnya yakni Tidak memenuhi 

unsur dugaan Pasal Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

Tentang PembinaanJiwa Korps dan 

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

deklarasi dalam rangka 

pendaftaran bakal calon 

Bupati dan Wakil Bupati 

Bengkalis atas di Kantor 

DPC Partai Amanat 

Nasional Bengkalis. 

Selanjutnya, Sdr. H.I juga 

didapati mengikuti ke 

dalam rombongan bakal 

calon Bupati dan Wakil 

Bupati Sdri. KM dan Sdr. 

Pegawai Negeri Sipil 

menyatakan “etika 

terhadap diri sendiri, 

meliputi: c. menghidari 

konflik 

kepentingan pribadi, 

kelompok maupun 

golongan; 

 

pelanggar Pasal 11 Huruf c  



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

B.S menuju Kantor KPU 

Bengkalis. 

 

3. Nomor Register : 

03/TM/PB/Kab/04.03/IX/2021 

1. SD Jabatan Camat Bantan pada 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis. 

2. Darma F.S dengan Sebagai 

PenjagaTahanan Kelas II A Bengkalis 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. 

Adapun perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan 

Pada hari Minggu 

tanggal 13 September 

2020 telah terjadi 

kegiatan turnamen sepak 

bola dan Volly yang 

ditaja oleh karangtaruna 

desa pambang pesisir 

Pasal 11 huruf c 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 

pada Pasal 11: “Etika 

terhadap diri sendiri 

meliputi:” Huruf c: 

Terbukti melakukan pelanggaran 

hukum lainnya yakni tindak lanjut 

atas Rekomendasi hasil 

Penangganan Pelanggaran, 

Bawaslu Kabupaten Bengkalis 

meneruskan Ke Komisi Aparatur 

Sipil Negara (KASN). Keterangan 

Lanjut Surat Keputusan Bupati 

Bengkalis Nomor : 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

kec. Bantan. Kegiatan 

tersebut dihgadiri oleh 

bakal calon bupati dan 

wakil Bupati kabupaten 

serta Aparatur Sipil 

Negara (ASN).,  camat 

Bantan, Aparatur Sipil 

Negara (ASN).,  Lapas 

Kelas II Bengkalis 

(Ketua KONI Kabuapten 

Bengkalis), 5 Kepala 

“Menghindari konflik 

kepentingan pribadi, 

kelompok, maupun 

golongan;” dan 

dipertegas dengan Surat 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Nomor: 

B/71/M.SM.00.00/2017 

tentang Pelaksanaan 

862.3/BKPPPKPP/2020/6 tentang 

pemberian sanksi moral berupa 

pernyataan secara tertutup, 

berdasarkan Surat Ketua KASN 

Nomor: R3436/KASN/11/2020 

tangal 12 November 2020 tentang 

rekomendasi atas pelanggaran 

netralitas ASN an SD. 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

Desa di kecamatan 

Bantan. Aparatur Sipil 

Negara (ASN) tersebut 

telah melakukan foto 

bersama  bakal calon 

pada saat acara 

berlangsung dengan 

menggunakan simbol 

kepalan tangan. Bawaslu 

Kabupaten Bengkalis 

menyimpulkan 

Netralitas bagi Aparatur 

Sipil Negara (ASN).,  

pada Penyelenggaraan 

Pilkada Serentak Tahun 

2018, Pemilihan 

Legilastif Tahun 2019 

dan Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden 

Tahun 2019. 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

bahwasanya Pelanggaran 

Hukum Lainnya dengan 

Hasil Kajian. 

4. Nomor Register : 

02/Reg/LP/PB/KecMandau/04.03/XI/2020 

1. R.R dengan Jabatan Camat Mandau 

pada Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis 

2. Z.E dengan Jabatan Sebagai Lurah Air 

Jamban Kecamatan Mandau pada 

Lingkungan Pemerintah Daerah 

Adapun perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan 

oleh R.R selaku Camat 

Mandau tersebut telah 

terlibat mendukung salah 

satu tim pemenangan 

Pasangan Calon dengan 

dibuktikan dari hasil 

Pasal 11 huruf c 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa 

Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil 

pada Pasal 11: “Etika 

terhadap diri sendiri 

Panwaslu Kecamatan Mandau 

menyimpulkan bahwasanya tidak 

terbukti melakukan Pelanggaran 

Hukum Lainnya dengan Hasil 

Kajian tidak Terbukti melakukan 

pelanggaran hukum lainnya. 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

Kabupaten Bengkalis. pernyataannya melalui 

pesan tersebut. 

Selanjutnya diadakannya 

pertemuan antara 

RT/RW, Camat, dan 

Lurah dan juga ada hal 

yang 

dilindungi oleh Sdr. 

W.H.K dan pelapor 

merasa hal ini perlu 

untuk dilaporkan kepada 

meliputi:” Huruf c: 

“Menghindari konflik 

kepentingan pribadi, 

kelompok, maupun 

golongan;” 

 



 

 

 

NO 

 

NOMOR REGISTER 

 

TINDAKAN YANG 

DILAKUKAN 

PASAL YANG 

DILANGGAR 
TINDAK LANJUT 

Panita Pengawas 

Pemilihan Umum 

Kecamatan atas adanya 

Dugaan Pelanggaran 

Netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di 

Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

 



 

 

 

DOKUMENTASI  
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